
 
 
 
 

 BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 40 TAHUN 2020   

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk 

pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dalam 
kondisi bencana dan memberikan penjelasan terhadap 
ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan pengangkatan 
dan pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaramn Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157);  
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 213); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 
Tahun  2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268); 

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 
Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 31); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN 2017 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
PERANGKAT DESA.  
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Pasal I 
 

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) yang telah beberapa kali 
diubah dengan Peraturan Bupati: 

a. Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 80);  

b.  Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 31);  

diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat)  angka yakni angka 
19, angka 20, angka 21, dan angka 22 sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah.  

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
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7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa.  

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah.  

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu 
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan 
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk 
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.  

10. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah tim yang 
melakukan penjaringan dan penyaringan 
pengangkatan calon perangkat desa.  

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan desa.  

12. Penjaringan adalah kegiatan pengumuman lowongan, 
penerimaan berkas pendaftaran dan seleksi 
administrasi sampai dengan ditetapkannya Bakal 
Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan 
mengikuti tahapan penyaringan.  

13. Penyaringan adalah kegiatan seleksi tertulis sampai 
dengan penetapan calon perangkat desa. 

14. Hari adalah hari kerja. 

15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum.  

16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya 
atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana sejak 
diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka atau Surat 
Perintah Dimulainya Penyidikan.  

17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, 
diperiksa dan diadili di pengadilan sejak berkas 
dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan dicatat 
dalam register perkara di pengadilan.  

18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, dengan surat putusan/keterangan dari 
Pengadilan. 
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19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan dampak psikologis.  

20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 
oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan 
tanah longsor. 

21. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang 
antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 
epidemi, dan wabah penyakit. 

22. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan 
oleh manusia yang meliputi konflik sosial 
antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan 
teror. 

 
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1A disisipkan 3 (tiga) 

ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1A 

(1) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling 
lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang 
bersangkutan berhenti. 

(1a) Proses pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terjadi 
bencana. 

(1b) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) terdiri 
dari: 

a. bencana alam;  
b. bencana nonalam; dan 
c. bencana sosial. 

(1c) Penetapan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1a) mengikuti peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :  

a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan 
pemerintah Desa; dan/atau 

b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa. 

(3) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikonsultasikan dengan Camat.  

3. Ketentuan ayat (3), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 18 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 18 

(1) Berdasarkan surat permohonan rekomendasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Camat 
memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak surat permohonan rekomendasi 
diterima.  

(2) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berisi persetujuan atau penolakan 
terhadap usulan pengangkatan calon perangkat desa 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(3) Camat dalam memberikan rekomendasi tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempertimbangkan masukan dari Kepala Desa yang 
berupa berkas/dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (5).  

(4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi dasar Kepala Desa untuk 
menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan Perangkat Desa.  

(5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa 
tentang pengangkatan Perangkat Desa paling lama 5 
(lima) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari 
Camat.  

(6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, 
Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan 
kembali calon Perangkat Desa.  

(7) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa 
berwenang menetapkan Calon Perangkat Desa untuk 
diangkat menjadi Perangkat Desa. 

(8) Format rekomendasi tertulis Camat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran  I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(9) Format Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tercantum dalam Lampiran  II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 29 Juli 2020 
 
BUPATI SUKOHARJO, 
   

ttd 
 
WARDOYO WIJAYA  

Diundangkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 29 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
ttd 

 
AGUS SANTOSA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2020 NOMOR 40 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN  BUPATI  SUKOHARJO 

NOMOR     TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 

SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 

TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN 

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

 

REKOMENDASI TERTULIS CAMAT PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 

KECAMATAN ……………….. 
Jalan ……….. Nomor : ……………. Sukoharjo Telp. (0271) 

………. 
 

REKOMENDASI 

Nomor : ............... 

Dengan memperhatikan : 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo  Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo  Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 268); 

2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor …. Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor …) 

3. Surat Kepala Desa ............... Kecamatan ............... Nomor : ............... tanggal 

............... perihal Surat Permohonan Rekomendasi;  

 

Memberikan Rekomendasi kepada : 

 

Nama    : 

Jenis Kelamin   : 
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Agama    : 

Tempat / Tgl. Lahir : 

Pendidikan    : 

Alamat    :  

Untuk diangkat sebagai Perangkat Desa ............... Jabatan ............... (nama 

jabatannya) dengan Keputusan Kepala Desa ............... tentang Pengangkatan 

saudara ............... sebagai ............... Desa ............... Kecamatan ............... 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

…………………, …………………………. 

CAMAT ………………. 

 

 

……………………………… 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

                      

 

WARDOYO WIJAYA 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN  BUPATI  SUKOHARJO 

NOMOR     TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 

SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 

TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN 

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

 

 
KEPALA DESA ............... 

KECAMATAN ............... 
KABUPATEN SUKOHARJO 

 
KEPUTUSAN KEPALA DESA ............... 

NOMOR ............... 

 

TENTANG 

PENGANGKATAN SAUDARA ............... SEBAGAI ............... (nama jabatannya) 

DESA ............... KECAMATAN ...............  

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

KEPALA DESA ..............., 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat ………… Nomor : 

………… Tanggal …………, Saudara ………… untuk diangkat 

sebagai Perangkat Desa ………… Jabatan ………… (nama 

jabatannya), maka perlu mengangkat Saudara …………, sebagai 

………… (nama jabatannya) Desa ………… Kecamatan ………… 

Kabupaten Sukoharjo; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa …………; 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
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Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 

1950); 

 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah  beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaim  
ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

 

 

 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan 
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atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun  
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 268); 

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor … Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
20120 Nomor …); 

9. Peraturan Desa …………… Nomor ………… Tahun …… tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ………… 
(Lembaran Desa………… Tahun …… Nomor ….); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Mengangkat : 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Agama : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Pendidikan : 

Alamat : 

Sebagai ............... (nama jabatannya), Desa ..............., Kecamatan 

..............., Kabupaten Sukoharjo. 

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU 

 Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) 

tahun. 

 

KEEMPAT :  Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di ............................... 
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pada tanggal  ............................... 

KEPALA DESA ........................ 

 

 

 

............................................... 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 
 
 
WARDOYO WIJAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


